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i. Undang-Undang Notnor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Inforrnasi Publik (Lembaran Negara 
Republik tndonasia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lernbaran Negara.Republik Indonesia Nomor 4846); 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemeiin'(a:li 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai 
Negeri Bipil -dan Pasal 3 ayat (3') Kepurusan Menteri 
Dalarn Negeyi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem 
Informasi Manajemen Kepegawaian Departernen Dalarn 
Negeri dan Pemeriritah Daerah, perlu ditetapkan 
pedoman Sistern l n formasi Manajemen Kepegawaian di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana 
dimaksud pada huruf a dan 'huruf b, perlu merietapkan 
Peraturan Bupati tentang Sistern Informasi Manajemen 
Kepegawaian. 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajerrreri 
kepegawaian yang: profesional dan berkualitas, perlu 
didukung dengan sistern informasi manajernen 
kepegawaian yang berbasis teknologi informasi; 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y~G MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

T~lll'TANG 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAW:AIAN 

NOMOR 65 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI CIREBON 

Mengingat 

Menimbang 

• 

NOMOR 66 TAHON 2018 SERI :sl.43 

BERITA DBRAH KABUPATEN CIREBON 

_, ... \ 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Clrebon Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pernerintahan 
Konkuren yang Menjadl Kewenangan Pemerintah 
Kabupate_n Cirebon [Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri 0.6); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

6. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 

Tahun 2000 tentang Sistem Inforrnasi Manajemen 
Kepegawaian Departernen Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor J 1 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara 

• Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lcmbaran 
Negara-Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonasia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran .Negara Republik 
Indonasia Tahun 20 L 4 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587),sebagaimana telah oeberapa~ diubah, terakhir 
dengan Undang-Undarrg Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara .Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); • 

.. ' .. 
• 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yangdimaksud dengan ! 

l. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan unusan pemerintahan yang menjadi 
kewcnangan daerah otonom; 

3. Pejabat Pembtria Kepegawaian Kabupaten Cirebtrn 
adalah Bupati Cirebon; 

4. Pejabat Pembina Manajernen Kepegawaian Kabupaten 
Cirebon, yang selanjutnya clisingkat PPMK adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Cireben; 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 
adalah warga negara Indonesia yang .memenuhi syarat 
'tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
Jabatan Pernerintahan; 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalarn penyelenggaraan urusan Pemerinta:han 

yang menjadi kewenangan daerah; 
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan. Surnber Daya 

Manusia, yang selanjutnya disingkat BXPSDM adalah 

Badan Kepegawaian dan Pengembangar\ Sumber Daya, 
Manusia Ka:b,µ.pateb Cirebon; 

8. Manajemen 'Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan 
Pegawai Negeri Sipil untuk rnenghasilkan Pegawai 
Negeri Sipil yang profesional, rnemiliki nilai dasar, etika 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN .KEPEGAWAIAN 

Perangkat Daerah Kabupatcn Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebori Tahun 2016 Nomor 12, Seri 

D.7). 

Menetapkan 

• 

•' I .. 
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mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan 
pengelolaan SIMPEG di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon; 

16. Pelaksana Pengelola SIMPEG adalah pejabat yang 
ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan 
pelaksanaan SJMPE.0; 

17. Administrator SIMPEG, yang selaojutnya dislngkat 

untuk tanggungjawab diberi dan ditunjuk 

• 

profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme; 

CJ), Sistem lnfcrmasi adalah sekumpulan perangkat keras 
(hardware), pcrangkat lunak (software), sumber daya 
manusia (brainware}, prosedur, dan/atau aturan yang 
diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah 
data menjadi infonnasi yang bermanfaat guna 
memecabkao masalah dan pengambilan keputusan; 

10 Siatem lnformasi Manajemen Kepegawaian, yang 
selanjutnya disingkat SIMPEG adalah sistem berbasis 
komputer yang menghasilkan, menyirnpan, mengelola, 
mengirim dan/atau menerima data dan informasi 

kepegawaian secara. online yang akurat; berkualitas, 
dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan 
manajemen kepegawaian; 

I 1. Perangkat keras (hardware) adalab .seluruh peralatan 
yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistern 

.komputer; 
12. Perangka:t lunak (software} adalah program aplikasi 

kompnter yang berisi instruksi -atau perintah untuk 
memerintabkan 'kornptrter melaksanakan fungsi-fungei 

tertentu; 
13. Data adalah ketcrangan yang benar dan nyata yang 

dapat memberlkan garnbaran. ten tang keadaan tertenlu: 
14. Infcrrnasi adalah kcterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik 
data, fakta maupun penjclasannya yang disajikan 
dalam bentuk dan format sesuai dcngan perkembangan 
teknologi informasi; 

15. Koordinator pengelola SIMPEO adalah Pejabat yang 

• 

'' . ' ·, 
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a. mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan. 
informasi kepegawaiarr secara optimal; dan 

Kepegawaian di 

Cirebon bertujuan 
Sistem Informasi Manajemen 
lingkungan Pernerintah Kabupaten 

untuk : 

Pasal 2 
Maksud disusunnya Siste.m lnformasi Manajemen 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cirebon untuk menjadi pedoman dalarn pengelolaan 
SIMPEG di Iingkungan Pernerintah Kabupat~n Cirebon. 

Pasal 3 

BAB II 

~SUD, Tl1JUAN DAN SASA~N 

rnerriberikan Iayanan kepegawaian. 

21 

Cirebon yang memberikan bantuan dalam mengatasi 
permasalahan kepada.pengelola SIMPEG SKPD; 
Operator SIMPEG adalah pelaksana yang ditunjuk 
dalam pengelolaan SlMPEG di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Cirebon; 
22 Pengelola Kepegawaian adalah ASN SKPD/Unit Kerja 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang 

20 

menjadi Admin SIMPEG adalah pegawai pada BKPSDM 
Kabupaten Cirebon yang rrrempunyai tugas 'rnengelola 
aplikasi SIMPEG dan mengkoordinir operator SLM.PEG; 

18. Administrator Sistern, yang selanjutnya disingkat 
rnenjadi Admin Bistem adalah merupakan bagian dari 
Adrnin SIMPEG yang mempunyai tugas mengelola 

SIMPEGi 
19. Trainer SIMPEG adalah pegawai pada BKPSDM 

Kabu;paten Cirebon yang merupakan bagian dari 
Pengelola STMPEG dan mempunyai tugas mernberikan 
bimbingan bagi pengelola STMPEG pada SKPD/Unit 
Kerja; 
Helpdesk'SIMPEG adalah Pegawai BKPSDM Kabupaten 

• 

• 

.. 
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(1) Data kepegawaian terdiri dad: 
a. Menu utama; 
b. Menu layanan; 
c. Menu kepegawaian; 
d, Menu kompetensi; dan 
e. Menu laporan. 

(2) Menu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri, dari : 
a. Profil PNS; 
b. Dokurnen Eldctronik. 

Pasal 6 

BABIV 

DAT.A DAN INFORJ',ll\SI KEPEGAWAIAN • 

a. Data dan informasikepegawaian; 
b. Pengelolaan SJMPEG; 
c. Mekarrisme pe1a.ksanaan SIMPEG; 
d. Saran a dan prasarana; dan 

.e, f).plikasi layanan kepegawaian yang terintegrasi 
dengan. SlMPEG. 

Pasal S 
Ruang lingkup pengaturan mengenai SIMPEG- ini terdiri 

atas: 
• 

BABW 
RUABG LlNGKUP 

Sasaran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 
dillngkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalab 
untuk tercapainya kelancaran administrasi dan 

layanan dlbidang kepegaw-aian bagi ASN. 

Pasal 4 

b. mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang 
marnpu mend.ukung pelaksanaan manajemen 

kepegawaian secara optimal. 

.. ' 
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c, 
d. 
e . • f. 

g. 
h. 
i, 

J· 
k. 
I. 

m. 

a. 
b. 
c. 
a. 
e. 
r. 
g. 
h. 
.l. 

J . • k. 

\. 

,. ' ... 
' 

(3) Menu laranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari: 

Inpassing (Kenaikan Gaji Pokok); 

Kenaikan Gaji Berkala; 

Pensiun; 

Izin Belajar; 

Ujian Dinas; 

$atya Lencana; 
Cuti; 
Keputusan Tentang Pemeriksaan Kesehatan; 
Penetapan Meninggal Dunia; 
Kartu Pegawai; 

Karia/Karsu; 
Izin. Cera:i; 

m. Surat Masuk; d:an 
. ' 

n. Surat Keluar. 
(4) Menu kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari: 
a. Keputusan Pengangkatan CPNS; 
b. Keputusan Pengangkatan PN.S;, 

Keputusan Penyesualan Masa Kerja (PMK)_; 
Keputusan Masa Persiapan Pensiun (MPP}; 
Keputusan .Jabatan Fungsional. 
Mutasi Masuk; 
Mutasi Kcluar 
Surat Pindah Tugas; 
Pelarreikan Pejabat Fungsional; 
Pelantikan Pejabat Struktura:l; 
Struktur Qrganisasi dan 'Fata Kerja; 

Disiplin Pegawai; 
Daftar Penilaian Prestasi Kerja; dan 

n. Absensi. 
(5) Menu kompetensi sebagaimana dirnaksud pada 

ayat ( 1) huruf cl, terdiri dari : 
a. Diklat Prajabatan; 
b. Diklat Kepernimpinan: 
c. Diklat Teknis; dan 



8 

(3) Pelaksana pengelola SIMPEO sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huru! c dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh : 
a. Administrator SIMPEG; 

(2) Pengelola SIMPEG sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 
.a. Kepala BKPSDM selaku pcnanggung jawab 

pengelola SIMPEG; 
b. Kepala Bidang yang rnernbidangi data dan 

inforrnasi sclaku koordinator pengelola SlMPEO; 

dan 
c. Kepala Sub Bidang yang mernbidangi data dan 

inforrnasi selaku peleksana pengelola SIMPEG. 

(1) Pengelolaan SIMPEG di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon dilaksanak:an oleh BKPSDM . • 

Pasal 7 

BABV 
PENGELO~ SIMPEG 

(8) Data kepegawaian pada.ayat (7) diolah dan disajikan 
dalam bentuk informasi kepegawaian 

(71 Data kepegawaian sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) bersifat dinamis sesuai dengan 
perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang 

karir pegawai, • 

d. 'Pugas Belajar. 
(6) Menu laporan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, terdiri dari: 
a. Daftar Urutan Kepangkatan; 

b. Daftar Pejabat Aktif; 
c. Daftar PNS Fungsional Tertentu; 
d. Rekap Golongan; 
e. Rekap Esselon; 
f. Rekap Pendid.ikan; 
g. Rckap Usia/ Agama; 
h. Rekap Pegawai Pensiun. 

,, . 



a. menyusun perencanaan, pernbangunan dan 
pengernbangan SJMPE;G; 

b. mengkcordinir pelaksanaan pengelolaan SIMPEG 
yan_g dilakukan oleh Administrator, Helpdesk: dan 

Pelaksana pengelola SIMPEG sebagaimana. dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

Pa:sal 10 

Pasa19 
Koordinator Pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud 
dalam. Pasal 7 ayat (2.) huruf b, mernpunyai tugas 
mengkoordinasikan penyusunan standar operasiorial 
prosedur, penyempurnaan dan pengembarrgan aplikasi 
SIMPEG. 

• 

Penanggungjawab Pengelola SIMPE<'.l .sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf a, bertan~gun~ 
jawab terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksarraan 
pengelolaan S!MPEG. 

Pasal 8 

BAB VI 
TUGAS PENGELOLA SIMPEG 

(5) Operator SIMPEG sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (3) huruf c .adalah pegawai yang diusulkan oleh 
setiap Kepala SKPb· dan ditetapkan dengan 

keputusan Kepala BKPSDM. 

(6) Struktur organisasi pengelola S~MPEG ·set>agaimana 
-dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum 
dalarn Lampirari I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. • 

b. Helpdesk SIMPEG; 
c. Operator SIMPEG. 

(4) Pengelola SIMPEG, Administrator dan Helpdes 

STMPEG ditetapkan oleh PPMK. 

.. 
r-------------------------------- --- 
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• 
a. Administrator Sistem 

1. melakukan pemeliharaan data base SJMPEG; 
2. .memastikan ketersediaan akses clan layanan 

SlMPEG; 
3. menyusun dan rnengusulkan rancangan 

pengembangan aplikasi dan dt;zta bas~ S.IMPEG; 
4. menyustm dan melaporkan pelaksanaan tugas 

kepada pelaksana pengelola S-lM P$G. 

b, Helpdeskc 
1. Menangaru troubleshooting terhadap pe11.gelolaan 

SJMPEG; 
2. Mencatat dan -menyampaikanyperrqasalahan 

yang tirnbul dari operator SIMPEG; 
3. Membuat dan menyampaikan lapor~ 

pelak§an~ tugas ~epada pelaksana -pengelola 

SIMPEG. 
c. Operator SIMPEG 

1. Menyiapkan ketersediaan data kepegawaian 
pada SiKPD masing-masing; 

2. Melakukan pengelolaan pemutakhiran data 
kepegawaian pada aplikasi STMPEG; 

3. Melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi 
pengelolaan data kepegawaian; 

4. Menyajnpaikan. laporan pelaksanaan tugas dan 
kendalayang dihadapi serta usulan perbaikan, 

• 

Administrator, Helpdesk, dan. Operator 'SIMPEG 
sebagairnana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) masing 

masing mernpunyai tugas sebagai berikut: 

Pasal 11 

Operator 'SlMPEG; 
c. meny.usun dan melaporkan pelaksanaan 

pengelolaan SIMPE.G secara periodik kepada 
Koordinator pengelola STMPEG. 

.. \ 
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kepegawaian sebagaimana dimaksud -pacli;t 'ayat (2), 
data pengumpulan pelaksanaan (4) Dalam 

(2) Pengumpulan data kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terhadap pegawai di 
SKPD/unit kerja rrrasing-rnasing' dengan 
melampirkan a.olq.unen pendukung. 

(3) Dokumen pendujcung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (~) meliputi : 
a. Kcputusan pengangkatan CPNS dan PNS; 
b.Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; 
c. Ijazah Pendidikan, Formal; 
d. Buku Nikah; 
e .. ·Sertifikat pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan /pendidikan dan pelatihan 

prajabatari/ pendidikan dan pelatihan fungsional; 
f. .Keputusan. pengangkatan dalam j abatan; 
g. Oaf tar penilaian prestasi kerja ferakhir; dan 
h. Dokumen lain yangrelevan. 

• 

{ 1) Pengumpulan data kepegawaia:n sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan 

bet'dasat'kan sumber data sejak diangkat rnenjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil {CPNS) .hingga pensiun 
atau diberhentikan/rnengundurkan diri sebagai 

PNS. 

• 
Pasal 13 

Pasal 12 

Mekanisme pelaksanaan SIMPEG dilakukan dengan 
tahapan : 

a. Pengumpulan data kepegawaian: 
b. Verifikaai dan klatifikasi data kepegawaian; 
c. Input data; 
d. Penyajian data; dan 

e. Pelaporan perubahan data. 

BAB VII 
MEKANISME PELAKSANAAN SIMPEG 

. ' 
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(3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan raformasi 
kepegawaian, operator 0SIMFEG dilarang 

(2) Permintaan. data dan informasi kepegawaian 
olehinstansi/ Iembagaj'perorangan harus seizin 

· pejabat yang berwenang pada bidang pelaksana 

pengelola SrMPEG. 

fl) Operator SiMPEG dalam melaksanakan tugasnya 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 
bertanggl\Il,g jawab atas kebenaran, 'kerahasiaan 
data dan informasi kepegawaian. 

Pasal 17 

BAB Vin 
K:E:AMANAN SISTEM INFORMASI D~ DATA • 

Pasal 16 

l(etentuan Hak akses pada modul SIMPEG terccj.tltµm 
dalam Lampiran II yang merupakan ba~an tidak 

terpisahkan dafi Peraturan Bupati 'ini, 

Penyajian data kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dal~ Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh operator 
SlMPEG dengan menggunakan aplikasi SIMPEG agar 
menjadi inforrnasi kepegawaian y~g akurat, tepat 
waktu dan relevan. 

• 
Pasal 1.5 

Input data: kepegawaian sebagaimana. dirnaksud dalarn 
Pasal 12 huruf e, dilakukan 'oleh operator SIMPEG. 

kepegawaian di Iingkungan SKPD/unit kerja 
masing-masing sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) kepada. operator> S_iMPEG .. 

Pasal 14 

dan validasi kepada pegawai 
melakukan kepegawaian pejabat pengelola 

klarifikasi, veritikacsi 

apabila diperlukan. 

(5) Pejabat pengelola .kepegawaian menyarnpaikan data 
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Pasal 19 
Aplikas! Iayanan kspegawaian yang terintegrasi dengan 
SIMPEG adalah Ap1ikasi yang telah disetujui untuk 
melakukan integrasi dan kornunikasi data oleh 
BKPSDM Kabupaten Cirebon, yang sebelumnya telah 
memilild rekomendasi teknis dari dinas yang 
rnernbidangi urusan Komunikasi den l oformatika, 
dengan pengecnalian untuk aplikasi layaoan internal 

pada BKP$DM. 

BABX 
APLIKASl LAYANAN KEPEGAWAIAN 

YANG TERINTEGRASI DENGAN SIMPEG 
• 

(3) Prasarana sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

meliputi perangkat kerasdan perangkat lunak 

merupakan kewenangan BKPSDM . 

{1) Dalam pelaksanaan STMPEG diperlukan sarana dan 
prasarana-yang menunjang operasional SlMPEG. 

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi jaringan komunikasi data, akses intranet 
dan internet .merupakan kewenangan dinas yang 
membidsngi urusan Komunikasi dan lnformatika. 

• 
Pasal 18 

BAB IX 
SARANA DAN PRASARANA 

mernberikan hak akses berupa user Id dan/a:tau 
kata sandi/ Password .kepada pihak lain kecuali 

kepala SKPD /unit kerja. 

(4) Segala penyalahgunaan hak akses mcmillki 
konsekuensi hukum dan diberikan sanksi sesuai 

ketcntuan peraturan perundang-undangan. 
(SJ Apabila terjadi perubahan pada hak akses agar 

segera dilaporkan kepada kepala SKPD/unic kerja 

rnasing-masing. 

·, 
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(4) Dara kepegawaian yang belum rnutakhir pada 
periode laporan minggu pertama bulan Juni, setelah 
dimutakhir.k.an disarnpaikan pada pertode laporan 
bulan Desember; 

(2) Laporan. sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam SIMPE6 dalam bentuk cetakan (hard 

copy); 

(3l Laporan dilakukan secara periodlk 2 (dua) k.ali 
dalam setahun setiap minggu kedua pada bulan 
Juni dan bulan Desem.be:r. 

(1) Operator SIMPEG secara berjenjang menyampalkan 
laporan kepada pejabat pengelola kepegawaian di 
SKPD /Unit Kerja masing-masing; 

Pasal:22 

(1) Pelaksana SIMPEG melaknkan evaluasi te:rhadap 
tarnpilan (feature) masuk-an (input) keluaran (output} 

dan program aplikasi. 

(2) Pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD/Unit 
Kerja melakukan eveluasi terhadap data dan 
Informasi kepegawaian. 

Pasal 21 

BABXD 
EVALUASIDANPELAPORAN 

Pasal 20 
(t) DaJam rangka pelaksanaan pefigelolaan SIMJ;>EG, 

Kepala BKPSDM selaku :penansgung jawab 
pengelolaan SJMPEG melakukan pembinaan 
terhadap organisasi pengelola .SIMPEG. 

(2) Pembioaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa peningkatan kapasitas pelaksana pengelola 

SIMPEG. 

BAB XI 
PEMBINAAN 

• 

• 

·' ' •, 
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fRAHMAT SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 66 S~Rl ~.43 

Diundangkan di Sumber 
Pada tanggal 31 DeE<:ml:, •r 2J 1-.l 

~ SEMRETARIS DAERAH KABllPATEN OIREBON, j 

< 1· 

DICKY SAROMI 

TIO 
Pj. BUPATI CIREBON, 

.Pitetapkan di Sumber 
pada tanggal 28 Desember 20t8 

J\iar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan. Peraturan Bupati ihi ·d~gail 
pe'.nerhpatannya dalam Benita Daerah Kabupaten 

Cirebcn. 

ini rnulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati 
diundangkan. 

Pasal 24 

BAB XIV 
KETENTUANPENUTUP 

Pernbiayaan. pelaksanaan SIMPEG dibebankan pada 
Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Cirebon. 

Pasal 23 

BAB XIII 

PEM.BIAYAAN 

kepegawaian berlaku sarnpai periode Iaporan 
berikuthya. 

penggunaan data la po ran (5) Pernanfaatan 

• 

• 

•. 



lS 

RAHMAT SUTRlSNO 

SERITA DAERAH KABOPATEN CTREBON TARUN 2018 NOMOR ' SERI ~.,t3 

-----=---- c 7· 
SEKRETARJS DAERAH KA:BUPATEN CIREBON, 

Diundangkan.di Sumber 
Pada, tanggal 31 ,.~ '"°""r a18 

DICKY SAROMI 

Dit-etapkan di Sumber 
pada tanggal 28 Desember 2018 

Pj. BUPATl CIREBON, 

TTD 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupaii ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai, berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 24 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembiayaan pelaksanaan SIMPECJ dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cirebon. 

Pasal 23 

BAB XIII 
PEMBIAY:AAN 

(5) Pemanfaatan penggunaan laporan data 
kepegawaian berlaku sampai periode laporan 
berikutnya, 

• 

• 

-~--------- 

' . .• . 
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